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A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi
kriminalitas geng motor, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Upaya kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dilaksanakan
dengan:

1. Upaya penal, péda hakekatnya sudah bertindak sesuai dengan undang-
undang yang berlaku di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
yaitu dengan menangkap 7 (tujuh) orang anggota geng yang dijerat Pasal
406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perusakan
barang baik sebagian atau seluruhnya yang diancam dengan pidana
penjara selama dua tahun delapan bulan.

2. Upaya non penal, dilakukan dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-
sekolah dan kampus, patroli yang dilakukan secara rutin, dan yang
terpenting adalah keikutsertaan semua pihak. Keadaan di sekolah, di
rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan
merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya dalam
meminimalisasi tingkat kriminalitas.

B. SARAN
Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan

dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin
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memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian
pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat penulis
sampaikan berkenaan dengan upaya kepolisan dalam menanggulangi kriminalitas
geng motor di Tasikmalaya ialah sebagai berikut:
1. Bagi anggota geng motor
Anggota geng motor sebaiknya menyadari bahwa Ikejahatan yang dilakukan
adalah sebagai tindak kriminal sehingga diupayakan untuk tidak membuat hal

yang merugikan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam meminimalisasi

kriminalitas geng motor.
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